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Dengan ini disampaikan bahwa :  

A. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara 

Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, dan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian 

Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah : 

 

1. Pasal 19 ayat (1) PP No. 46 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa :  

"Penjaminan  kualitas KLHS dilaksanakan melalui penilaian mandiri oleh 

Penyusun Kebijakan, Rencana dan/atau Program untuk memastikan bahwa 

kualitas dan proses pembuatan dan pelaksanaan KLHS dilaksanakan 

sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 sampai 

dengan pasal 16" 

2. Pasal 25 ayat (1) PP No. 46 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa : 

"Terhadap KLHS yang telah dilakukan penjaminan kualitas sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20, dilakukan validasi oleh : a) 

Menteri, untuk Kebijakan, Rencana dan/atau Program tingkat nasional 

dan provinsi, atau ; gubernur, untuk … dst"  

3. Pasal 25 ayat (2) PP No. 46 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa : 

"Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk 

memastikan penjaminan kualitas telah dilaksanakan secara akuntabel dan 

dapat dipertanggungjawabkan kepada publik"  

4. Pasal 25 ayat (3) PP No. 46 Tahun 2016 menyatakan bahwa 

“Validasi KLHS dilaksanakan: 

a. secara bertahap pada setiap proses pembuatan dan pelaksanaan KLHS; 

atau 

b. pada tahap akhir pembuatan dan pelaksanaan KLHS.” 

 



 

5. Pasal 12 ayat (1) Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 yang menyatakan 

bahwa: 

“Hasil perumusan skenario pembangunan berkelanjutan dimuat dalam 

KLHS RPJMD.” 

6. Pasal 12 ayat (3) Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 yang menyatakan 

bahwa : 

“Laporan KLHS RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : 

a. laporan induk KLHS RPJMD; 

b. ringkasan eksekutif KLHS RPJMD; dan 

c. tahapan proses pembuatan KLHS RPJMD.” 

7. Penjelasan terkait muatan laporan induk KLHS RPJMD harus 

memperhatikan pasal 5 sampai dengan pasal 11 Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 7 Tahun 2018.  

8. Penjelasan terhadap muatan tahapan proses pembuatan KLHS RPJMD harus 

memperhatikan pasal 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, dan pasal 16 PP No. 46 Tahun 

2016. 

 

B. Mengingat : 

Surat Bupati Belitung Nomor 660 / 643 / DLH / 2018 tanggal 14 Desember 2018 

perihal Permohonan Validasi KLHS RPJMD. 

 

C. Dengan ini, disampaikan hasil telaahan berdasarkan Peraturan Pemerintah 

Nomor 46 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Nomor P.69 / MENLHK / SETJEN / KUM.1 / 12 / 2017, dengan hasil telaahan 

sebagai berikut. 

1. Permohonan Validasi telah dilengkapi dengan syarat-syarat sebagaimana 

Pasal 26 PP No. 46 Tahun 2016, yaitu : 

a. Rancangan Kebijakan, Rencana dan/atau Program RPJMD Kabupaten 

Belitung Tahun 2018-2023; 

b. Rancangan Laporan KLHS beserta Hasil Penjaminan Kualitas; dan 

c. Bukti Pemenuhan Standar Kompetensi Penyusun KLHS. 

 

2. Hasil telaahan terhadap proses penyelenggaraan KLHS sebagaimana 

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 7 Tahun 2018 adalah sebagai berikut : 

a. Tahap Identifikasi dan Perumusan Isu Pembangunan Berkelanjutan (Isu 

PB) telah memperhatikan pasal 7 huruf  a dan pasal 8 PP No. 46 Tahun 

2016, serta Pasal 5, 6 dan 7 Permendagri No. 7 Tahun 2018;  

 



 

b. Tahap identifikasi dan penapisan indikator tujuan pembangunan 

berkelanjutan sudah dilakukan sesuai dengan pasal 5 dan 6 Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018; 

c. Tahap kajian materi muatan KRP terhadap kondisi lingkungan hidup 

telah memuat kajian sebagaimana tercantum pada pasal 13 ayat (1) 

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016; 

d. Perumusan skenario dan proyeksi pembangunan berkelanjutan telah 

dilaksanakan sebagaimana pasal 8 dan 9 Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 7 Tahun 2018. 

 

3. Penjaminan kualitas KLHS telah dilaksanakan secara mandiri oleh penyusun 

KRP dan sudah sinkron antara hasil kajian pasal 13 Peraturan Pemerintah 

Nomor 46 Tahun 2016 dengan rumusan rekomendasi perbaikan KRP 

(rumusan skenario dan proyeksi pembangunan berkelanjutan). 

 

D. Berdasarkan hasil telaahan tersebut, kami sampaikan bahwa penjaminan kualitas 

KLHS RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023 beserta proses 

penyelenggaraan KLHS RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023 telah 

mengikuti pasal 19-22 Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2016 serta Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 dan tervalidasi. 

 

E. Penyusunan KLHS selanjutnya perlu memperhatikan:  

1. Pengkajian pengaruh terhadap lingkungan hidup perlu dilakukan terhadap 

seluruh lokus pada Kebijakan, Rencana dan/atau Program. 

2. Perumusan rekomendasi seharusnya lebih spesifik sesuai dengan hasil kajian 

terhadap kondisi lingkungan hidup. 

3. Hasil kajian lingkungan hidup strategis disertai dengan prakiraan dampak 

secara kuantitatif dengan hasil perhitungan yang akuntabel. 

 

F. Rekomendasi tindak lanjut adalah sebagai berikut : 

1. Kajian Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP) terhadap muatan 

lingkungan hidup dilengkapi dengan data-data teknis termasuk indikasi 

lokasinya;  

2. Agar menyampaikan kepada publik tentang KLHS Kabupaten Belitung 

Tahun 2018-2023 yang telah mengintegrasikan hasil rekomendasi KLHS ke 

dalam dokumen RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023; 

3. Perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan KLHS yang telah 

divalidasi untuk memastikan: 
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